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PERATURAN DAERAH KATUZATEN DABRAIL T 2AT IT TANYUNMAS
HOMOR : 10 TAHU. 1985
PENTANG
PAJAK I URAN DAN TONTONAN
DENGAN RAHFAT “UMAN YANG MAHA - ESA :
v DUPATT KEDALA DARAE TINCKAT TT “ANYUMAS .

Menimbang * a. bohwa dengen perkembangan keandoan dan Termacam ragam jenis

- hiburan dav fSontonan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Ka-

bupaten Ianyumas tentang Mengadekan dan Memungut Pajak Ton

tonan Umum tengzel 30 Oktoloer 1952 diundangkan dalam Lem -~

baran Propirsi Jawa Tengah tanggal 30 April 1953 (Tambahan

Seri C Nomor 6) yang telah diubah kedelapan kali dengan -

. Peraturan acrah Kabupaten Daerah Tingket II Janyumas No -

mor 4 Tabun 1974, dimuat dalam Lembaran Dacrah Kabupaten -
Dasrah Tinglrat II Lanyumas Seri A Tahun 1977 Homor oty sudah'

tidak sesual legzi \
b, bahwa dengan demikian dipandeng perlu menetapkan Peraturan

Daerah yan: “aru tentang Pajak Hiburan dan Tontonan.

Mengingat - ¢ 1, Undang-undang; Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fokol -pokok Peme-
rintaban 4i Daerah 85, '

2. Undang~Undang omér 13 Tahun 1950 tentang Peribentukanh Dae-
ragh-daerah Kalupaten dalam Lingkungen Propinqi Jawa Tengah;

3« Undang-Undan;: Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentan( Peraturan -
Umum Pajak Daerah j

44 Keputusan Dersaina Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49/¥ep Merpen/
1975, Nomor : 83 A4 tahun 1975, Nomor : 096a/U/1975 tentang
Wajib Edar dan Vajil Putar Film Nasicral gerta Penertiban
teklame Film ;

5« Surat Keputusan Menteri Peneranygan Nomor 32/Kep/Menpen/1977
tenténg Daden Pembinaan Perfilman Dacrah ¢

: 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Neomor 46 Tahun 19¢3 tentang

Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopan di Daerah dalam

rangka peningkatan pendapatan Daerah,

Dengan - persetujuan Dewan Perwakilan Rakyet Doerah Kabupaten Daerah TlnLkat -
IT Banyumas,
' MEMUTUSKA N
Mene tapkan ¢ PERATURAN DAEILII KA UPATREI DAELALH TINGKAT II TAITYUMAS TFNTANG
PAJAK BII UL DAF TONTONsu .,

BE YRR A
KETENTUAN  UMUM
Pagal ‘1

Dalam Peraturan Daerah ini yan; dimaksud dengan :

a, Pemerintah ...
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- a, Pemerintah Daerah iaiah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Danyu-

mas .
\
bs Kepala Daerah ialah Supati Kepala Daerah Tingkat II anyumas
ﬂ;”J}:;,;E;j;v<Dewan Perwakilan iiskyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Danyumas ;
de Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatanlggffég Kabupaten Daerah
Tingkat II Danyumag ;A A
8. Hiburan ialah semua jenis barang/jasa atau perbuatan dengan nama atsu
bentuk apapun dalam usaha menghibur getlap orang bagl yang memperoleh
atau menikmati ataupun mempergunakannya dipungut uang sewa atau pemba-
yaran ;i
fe Tontonan ialah semua jenis pertunjukan‘baik tersendiri maupun tergabung
yahﬁfkepadﬁ para pecontonnya dikenakam pembayaran $
8e Pengusaha ialah setiap orang baik perorangan maupun bersama-sama atau
guatu Dadan Hukum yang menyelenggarakan sarana hiburan atau tontonan 3
‘ ' }-/h. Penonton ialah orang yang menikmati atau mengurfungi tempat hiburan
atau tontonan ; :
i, Pembayaran ialah sejumlah uang harga tanda masuk yang dibayarkan kepa-
. da Pengusaha Tontonan atsu sejumlah uang sewa yang dibayarkan kepa da
pengusaha hiburan ;
J. Pemungut pajak ialah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yang oleh -

Kepala Daerah dituzaskan memungut pajak

ke Pancap ialah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas
~untuk membubuhkan cap, porforasi atau tanda pengeman lainnya pada tan-
da tenda masuk,

1B Sl
. i 'Y"')' 7 PERIZINAN
wﬂdj Pagal 2
.vbyr /;;Liz:égtiap pengusaha hiburan dan atau tontonan wajib memiliki izin dari -
Kepala Daerah ; ‘ ;
(2) Untuk mendabat izin gebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pe-
ngusaha wajil memperoleh persetujuan'tgrtulis lebih dahulu dari Instan
si yang ditunjuk i .
(3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam a=~
yat (2) pasal ini harus memuat :
a. Nama dan tempat tingpal pemohon ;o
b, Persil atau bagian persil dimang tempat usaha hiburan atau tontonan
itu akan diselenggarakan j;
ce Jenis hiburan dén tontonan yang akan diselenggarakan j
de Jumlah Hargé Tanda Masuk atau nilai Jasa yang harus dibayar.
(4) Pérmohonan izin sebagaimana®dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat di-
tolak, apabila ternyata pemohon magih menunggzak pajak berdasar Peraturan

Daerah ini,

) : ! T‘AD III. “assccr0scs e
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Pasal 3
(1) wajib Pajak adalah pensusaha. &

(2) Jika hiburan dan atau tontonan atas nama atau atas tang;unpan beberapa pe-

ngusaha, ma ka masing-magsing pengusaha bertang ung jawak atas pembayaran pa-

jaknya.
DA S IV
JENIS HINURAN ATAU TONTONAN DAN “ESALNYA PAJAK
Pasal 4

(1) Jenis Hiburan dan Tontonan dapat dibedaken delom 5 golongan @
a. Pertunjukan film/bLioskop ;
ba Perscwaan video casgsete 3

Ce Pertandingan olah raga 3

d. Pertunjukan kesenian daerah ;

ﬁ/ Y b Hiburan berupa usaha jasa keseraran Jasmani, permaiiian onak-anak dalam
é segala bentuk den lain-lein yang tidak termesuk huruf a,b,c dan d ayat
ind. . ?

(2) Besér pajak untuk masins-masing jenis hiburan dan %tontonan sebagaimond di-
maksud dalem ayat (1) pesel ini adelah sebagai’ bLerikut @
éé) Untuk pertunjukan film/Lioskop :
1. Dioskop golongan A.I sehbesar 26% dari vemlayaran.
2. Dioskop golongan LI sebesar 25% dari pemtayaran.,
3. Jioskop golongan Z.I sebesar 23% dari pembayaran.
4e Bioskop golongzan C gebesar 25% dari pembayaran.

) ’ 5. Dloskop golongan D/Dioskop mini sebesar 17% dari pem“aygran.
<’ 6. Bioskop Keliling scbesar 13 dari pembayaran.
. Untuk persewaan Video Cassete selesar 32% dari vembayaran,

‘ é?} Untuk pertandingan olgh rara sebesor 15% dari pembayaran.
d. Untuk.pertunjukan Kesenian Daerah selesar 15% dari pembayaran.
e. Untuk Hiburan dan Tontonan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

’ huruf e pasal ini sebesar 20% dari pembayaran.

A&bén*jié} Kepala Daerah menetapkan hesarnya Harga Tanda lMasuk tertinggd.
Fﬁm & WO P o T
[H) /p ; ‘2k47k&fj\ PEMIAYARAN PAJAK
_Pasgl 5
- (1) Pembayaran pajak harus dilalkukan dimuka. >
(2) Kepala Daerah berwenanE memberikan izin kepada peryusaha untuk tidak mem -
bayar pajak seluruhnya dimuka, apabilo pengusaha dapet membuktikan Lahwa -
yang bersangkutan tidak mampu membaya: pajak seluryvhnya.
(3) Pajak yang terhuteng harus dibayar selambat-lambtatnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari sesudah penyelenLLaraan hiburan/tontonan selzsai.
(4) Jika wajib pajak sebogaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak atau

tidak sepenuhnya melunasi pajak yany terhutang dalom waktu sebagaimara di-

TBIHHA - ¢ irea els s
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//’ maksud dalam ayat (3) pasal ini, maka pengusaha dikenskan denda sebesar
15% dari jumlah pajak yang terhuti?g
w@e
(\) Jeua  dant s . ar WWW 6)
Pasal 6 i

' 1) Selain dari pajak selagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasel 4 Peraturan
/1 Daerah inis, maka untuk tiap-tiap penyelenggaraan pertunjukan dalam waktu
24 jam dipungut bea pasti sebesar harga Tanda MNasul tertinggi., .
é&fﬁ“ (2) Jika oleh pengusaha pertunjukan dalam waktu 24 jam diselenggarakan iebih 123;405
dari 2 (dua) kali pertunjukan yang serupa dan di tempat yang sama, maka

pengusaha hanya diharushan membayar bea pasti 2 (dua) kali.

BUA D N '
PEMOELASAN, PENGURANGAN DAN DANTUAN
Pasal ’

(1) Yang dapat dibebaskan dari Pembayaran Pajak ialah @

a. tarip masuk yang besarnya kurang dari Rp.50,00 (Limapuluh rupiah)

Q b. kartu~kartu bebas dan kartu~kartu undangan yan;: diberikan oleh pengu-
gaha pertunjukan delam hal-hal yang dipandan;; penting ;

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjupk berwenang membebaskan seluruh -

nya atau sebagaian denda gehagaimana dimaksﬁd dalam ayat (4) pasal 5 Per

aturan Daerah ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat di -

maafkan.

Pasal 4?
Atas permohonan pengusaha, Kepala Daerah dapat memlerikan pengurangan sgebe -
sar 37% dari ketentuan gebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 4 Peraturan
Daerah ini dalam hal penyelengpgaraan Hiburan dan Tontonan dimeksud untuk -

mencari dana guna keperluan amal/sosgial.

Pagal Y9 y
. Kepalav Daerah dalam keadaan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan be =
rupa pengembalian sebagaian atau seluruhnye dari pajak yang terhutang kepada:
Be Badan~badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuon, Satwa Alam den atau per -
kumpulan/Organlsa51 Olah Raga atau Kesenian Daerah
b. Tontonan tertentu yang atas dasar Ketemtumn peraturan yang lebih tinggi di
%etapkan pengurangan dan atau jrembebasan pajaknya j '
ce. Pengusaha-Pengusaha Tontonan yang masih memerlukén pembinaan dan pening -~
katane.
570 e A i 1 2
TANDA MASUK
‘ Pasal IQ €1
(1) Pengadaan tanda- maauk untuk bioskop diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah } .
(2) Dentuk, ukuren dan worna, tanda masuk ditetapkan oleh Kepala Daerah 3

(3) Pengusaha biogkop mengganti biaya pengadaan untuk taﬂda masuk/karcis 3

(4) Imtulc E LR A B B N )

/
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(4) Untuk pértunjukan lainnya pengusaha diwajibkan menyediakan tanda masuk
bggi-para penontonnyas yans telah dibubuhicap, porforasi atoau tanda pe-

ngaman lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Pejahat lain yeng di-
tunjuk . '

(5) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimeaksud dalam ayat (1) pasal
1ni haris dengan izin Kepals Daerch.

Pasal )} %4

(1) Pemberian tanda masuk lLepada penonton dilekukan pada wektu pembayaran

dan atau pembelian Har;a Tanda Masuk.
(2) Jika untuk sesuatu perbunukgn yang akan diadakan diberi kesempatan ke-

.pada umum untuk memesan tempat sebelumnya, maka tanda masuk/karcis da-
pat diberikan bersamaan pada waktu membayar pesanan tempat.

’ - T "t -Rasel )ﬁg /1

- (1) Pada tenda masuk sebageimena dimaksud dalem ayat (4) pasal 10 Peratur-

an Daerah ini harus ada segi kontrole kelas, nomor urut, seri dan Har-
ga Tanda Masulk,

(2) Dentuk, ukuran, igi buku Tanda Musuk dan cap ditetapkan oleh Kepala Da
erah.

(3) ‘Tanda asuk yan; tidak memenuhi persyaratan sebopoimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini depot diizinken pénggunasnnya setelah dicap derigean -

membayar uenyz leges gebesar Rp.100,00 (Seratus rupiah) untuk tiap-tiap buku.

LA BTVl T
KEWAJX. AN DAN LAIU\NGAII
: Pasal & )%
(1) Penguseha wajil memberikan tenda masuk yong disusun dan dicap, diporfo-
rasi menurut pa®al didawah ini kepoda tiap-tiap penonton sebelum diizine

kan masuk, s

(2) Pengusaha jasa hiburan wajib mengadakan pembukuan dan laporan.

Peasal lh_ / 3
(1) Tiop pengusaha yang akan'mengadakan hiburan dan atou fontonan wajib
. memberitehukan kepada pencap ° dengsn memperlihat¥sn surat izin yang
diberikan oleh Kepala Dperah den harus memberikan semua keterangon yang
diperlukan agar dapat ditetapken Jjumlah pajak yang harus dibayar.
(2) Tanpa izin Kepala Dgerah para pengusaha sesudah mencrima tonda masuk
[ gebagaimana dimaksud dalam pesal 12 RBeraturan Daerah iniy dilarang A&
memungut uvang herga nmm massx 1ohih &,ulggiwdaripudaﬂan(’ sclah . :mnrim-
Yten kopoda- pongooop dm -mlnh ﬁcmm pada bnkﬂ-bnkﬁ randa masshy Sobalwn

ddbayor pajehrye dard kenaikon’ Lo
(3) Pengusaha sebagainana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap ber =

tempat kedudukan yang sama dengan Kantor/Kepala Daereh.

(4) Pada tempat-tempat penjuelan tanda masuk pengusaha wajib memasang daf-
tar Harga Tanda Masuk untuk tiap-tiap kelas yang mudah dibaca dan di =
lihat oleh wmum. ;

P oaew

‘Pasal.lsn .Il;loil.




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

o 6
: Pasal lﬁ, ’y'

Jika suatu pertunjukan karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah
tanda masuk terjual, pengusaha wajib membeli kembali tanda masuk itu dan
hargs melaporkan hal dimaksud kepada pengecap pada hari kerja pertama dee
ngah menyerahkan semua buku tanda masuk dan tanda masuk yang sudah dibeli
kembali, untuk diperhitungkan jumlah pajalk yéng harus dibayar,

Dagl pertunjukan sementara setelah selesainyua pertunjukan, maka buku tane
da maguk yang telah dicap akan tetapi tidak terjual beserta segi kontrole
dari'tanda masuk yang telah terjual, harus digerahkan kepada pengecap se-
lambat-lambetnya 7 (tujuh) hari sesudah pertunjukah selesai, untuk diper-
hitungan jumlah pajak yang harus dibayar,

Pengemb alian pajok sclug timena dimaksud dalam ayat (1) den (2) pasal ini
oleh.Dinas Pendapatan baeiral dapat dibayarkan setelah dikurangi 10% bia -
ya administrasi yang harus disetor ke Kas Daerah, :

$ Pasal %6 e

Atas permintaan logs .2’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Da-
erah ini para penonton wajib memperlihatkan tanda masuk yang diterimanya
dan jika tanda masuk ini tidak dicap atau diperferasi menurut pasal 13 =
Peraturan Daerah ini, maka mereka diwajibkan memberikan tanda maguk itu'
kepadanya, den apabila terjadi demikian maka pengusaha wajib memberikan
gemua negl kontrole tanda masuk berikut buku~buku tanda masuk itu.
Kelalﬁian nenpgusaha gebegaimana dimaksud dalam ayai (1) pesal ini, pega=-
wail dimaksud Lerhak memungut pajak dari jumlah tanda masuk dalam buku
buku tersebut berikut dendé ge bagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan
Daerah ini,

Para penonton tidak dapat mengembaliken tande masuk kepada pengusaha kecy
ali dolam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal I5 Peraturan Dage
rah ini. '

Pasal Qq /Z

Pengusaha dilarang :

a. mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa sehingga cap, porfo-

rasi dan tanda tangan pada tanda masuk menjadi tidak terbacaj

be Memberikan tempat kepada penonton yang berbeda dengan ketentuan tempat a=-

Cs
de

tau kelag yang tercantum dalam tanda masuk ;

memberikgn tanda masuk yanp telah dipakel lepoda penonton j

memberikan tanda masuk yang belum dip>rfofasi atau dicap, *. meha =
geimana dimaksud dalam pasel 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini kepada pe -
nonton.

Pasal 1@5 / ?

(1) Semua ketentusn sebagaimana dimaksud dalam Poraturan Daerah ini, diang -

gap sebagai diiujukan atau diwajitkan kepada para pengurus badan hukum
itu atau kepada pimpinannya. '

(2) Ketentuan eeseess




. P

(2) Ketentuan sebapgaimana dinaksud'delam ayat (1) pssal ini berlaku juga bagi

mereka yang diberi kuasa atau ditunjuk untuk men, urus hiburan atau tonton

N A lonApsma [aﬂ17/w101;44;

(1) Kepala Daerah Lerwenang mencabut izin sebajaimona dimaksud dalam pasal 2

an itu.

LT

Peraturan Daerah ini atau ﬂenutup seketikea hiburan dan atau tontonan yang
diselengparakan apabils syorat-gsyarat atau ketentuan~ketentuan dalam‘Per-
“aturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh penpusaha, :

(2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengu-
saha kehilangan hal: untuk rendapatkon pengembalian pajek atau kelebihan
pajak yang telah dibayar. mﬁ&%?,dﬂ"“ S( ,W ﬁA/fW

: Pasal 29

Darang siapa tidak memenuhi atau melan;zar ketentuan-ketentuan sebagaimana -

/

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disncam dengan pidana kurungan selama-1lg
manya 3“(tiga) bulan atzu denda getinggi=-tingginye 1Up.25.000,00 ( Duapuluh -
L
Abs fpgd‘{lh
Q l’asaléi\ M

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tempat-tempat hibure

lima ribu rupiah )

an dan atau tontonan ditugaslan kepada Pengai Dinas Pendapatan Daerah
dengan Surat Perintal khusus, '

(2) Pegawai—pegawai selaieimana dimsksud dalam ayat (1) pasal ini berhak me-

: masuki dan memeriksa tempatitempat hiburan dan atau tontonan dan tempate

‘ tomﬁéf penjualan tanda masuk untuk dapat menentukan apakah terdapat pe -
lahggaran, sedang kepada péncusaha atau yang dikuasakan berkewajiban unw
~ tuk memberi izin masuk,

(3) Pegawai-perawai sebasaimana dimaksud dalam‘ayat (1) pasal ini diharuskan
seéera membuet I'erita Acara dari semua pelan;aran Peraturan Daerah ini
yang diketahuinya, dan kepada mereka diberikan imbalan yang besarnya di-
tetapkan oleh Kepala Daerah dan tidak melebihi dari jumlah uang bea paéti.

Pasal 22, q ‘ : ’

(1) Yang diserahi Juga men; usut pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini
ialeh Kepala Dinag Pendapatan Daerah dan Kepala Inspektorat'Wilayah Kabu=-
paten Daerah Tingkat T “anyumas, , :

(2) Penyidikan atas pelangparan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilak
sanakean oleh petupas ﬁenyidik wnum/Kepolisian dan pegawai-perawai Daerah -
yang ditunjuk menurut ketentuan Peraturan Perundan; ~undangan yang berlakp-
dibidang penyidikan,

:‘fl:; XO‘.I...O..'.IOG".OI



Peraturan Daerah ini telah disahkan Menteri Dalam Negeri Republik m«»nu:l.i dengan
Surat Keputusan tanggal 26 Desember 1988 Nomor : 973.513.3 - 1078

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 1987 den dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat
II Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1987. ¢
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KETENIUAY :PSRALIHAN DAN PENUTUP

Pasal& 1;

1

Dengan berlékun‘yg Peraturen Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten JSahyu-—
mas tentang Mengadakan dan I‘:’Iemﬁngut Pajak Tontonan Umum tangral 30 Oktober -
1952 diundangkan delan Lembaren Propinsi Jawa Tenpah tanggal 3) April 1953
( Tambahan Seri C Nomor 6 ) dengan gegala perubehannya, dinyatakan tidak ber-

/

la ku lagi .

\ Pasal 84 7/77

(1) Hal-hal yang Lelum cukup diatur dalen Peraturan Dacrah ini yang bersifat
pelaksanaan aken diatur kemudien dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulei berlaku pada tanggal diundanglan.

Purwokerto, 16 HNopember 1935,

DEWAN PERWAKILAN IAKYAT DALRAY
i
KAZUPATEN DAJRAI-I TIN(.?I'T;.T_II SANYUMAS

e menan

“R?f';‘ : KT’TUA, .
AM

Rty

DISAHKAN
Dengan Surat Keputus; , i Dalam Negerl

513.3—lc7g)

OSSN gan Tae o T wwuag 4
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; ‘ i PENJELASAN
ATAS :
PERATULAN DABRAU KALUPATEN DAERAH TINGLAT II DANYUMAS
TENTANG
PAJAX HIDULAN DAN TONTONAN

I.UNMU M

" 5 S

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Zanyumas tentang Mengadakan dan Memu-
ngut Pajak Tontonan Umum tanggal 39 Oktober 1952, diundengkan dalam Lembar
an Propinsi Jawa Tengah tunggal 30 April 1953 (Tambahan Seri C Nomor 6)
dengan perubahan~perubshannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan -
bermacam ragam dan jenis hiburan dan tontonan dengan demikian perlu dite -
tapkan Per aturan Daerah yangz baru. _‘

Peraturan Daerah ini disamping mengatur hiburan dan'tontonan juga me=-
ngandung pengertian yang lebih luas terhadap penbcrtlan Hiburan sehubungan
timbulnya beberapa jenis/macam hiburan seperti :
panti pijat, tempat persewaan video dan berkembau;nya alat-nlat permainan
anak-anak di toko-toko, di taman~tamen hiburan atau tempat-tempat lain de
ngan menggunakan coin dan atau usaha-usaha kesegaran jasmani dan pertun -
Jukan-pertunjukan lainnya.

Disamping itu perkembangen lain dibidang hiburan dengen adanya bentuk
hiburan yang dahulu harus dikunjungi, tetapi sekuran[ dopat didatangken -
secara tersendiri atau dapat dibeli sehubungan dengan perkembangan tehno-
logi modern yang telah menciptakan proyektor-proyektor mini dan sarana 1la
in seperti film 8 mwm, 16 mm, 35 mm dan video casscte, sehingge terhadap
obyek~-obyek hiburan tersebut wajar bila dikenakan pajak. Hal tersebut di-
dasarkan pertimbangan bahws para penouton atau pemakainya adslah mereka -
yang tergolong mampu dan bentuk hiburan tersebut mampu menyaingi bioskop-
bioskop yang ada.

Dengan demikien Peraturan Dsersh baru ini mencalkup segala obyek bahkan

bukan hanya hiburan dan atau tontonan yang hanya dapat dilihat dan dide -
ngar tetapi lebih luas dari itu.

PASAL DEMI PASAL s

Pagsal 1 huruf a ¢ Cukup jelas.
b ¢ Cukup jelas, -
; c. & Cukup jelss,
d t Cukup jeles,
i : Macam atau jenis hiburan gelagaimana dimaksud da-

lam pasal ini termasuk barang tempat pemandian,
tempat berenang umum, tempat pesiar, persewaan -
film atau video céssete dan lain-lain.
Termasuk perbuatan misalnya : permainan anak-anak,
radmollen, drymollen, zwemollen, naik kuda, naik-
% , prahu, mobil mini, kereta mini, komidi mini, menem
bak, melempar dengan bola/gelang, panti pijak,nya~-
nyian-nyanyian, tarian-tarian/disco serta usaha ia

i so¢ kesegaran jasmani dan lain-lain,
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Pasal 2 ayat(1), :
- (R3],

(4)

Pasal 3 ayat (1),
(2)-cg
Pasal 4 ayat (1)

s

Dacyah

-

ayat (2)
& (3)
Pasal 5 ayat (1) :

8

b0 i

Dalam menctapkan jenis hiburan usaha jasa kesegaran jasma-
ni atau yang menurut sifatn&a dapat dipersezmakan harus ter-
lebih dahulu mendapat pertimbangan.dan izin dari instansi
yang beréangkutan,menubut bidangnye mislanya : Dinas Kese-
hatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya.

:Macam atau jenis tontonan antars lain bioskop, sardiwara,
wayang orang, ketoprak, ludruk, pertunjukan di Bar, diru-
mah makan/minum, kelab malam, cabaret, varite, circus,per-
tandingan oXah rsgo seperti pacuan kuda, balap mobil, mo-

tor cross, gras track den sebageinya.

Ternasuk yang dalam katagori pengusaha ialah pengusaha ja-
, 8a persewaasn film atau video casgefe.
Cukup jelas.
Uukup jelas.
Cukup jelas.,
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Susuail dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Pilm danlﬁér-
Bioskopan di Daerah dalam rangka . puninghaton Fendnpotan
beserta pegunjuk pelaksanaannya, wmaka bioskop terbagi
dalam beberapa golongan yaitu : t
Be Ay Ll Ufama.yang terdapat dinbu Kota RI dan Kota Utama
lainnya.
g T Kubawah'yang terdépat dikota Penunjang.
¢. B.IIL. : '
g (G
eqCa _
£, Bioskop Mini golongan D dan
‘g. Bioskop Keliling.
Cukup Jelas,

Cukup jelas,

Pada umumnya pajzk harus divayar dimukz, namun dalam kenyasn —
annya sering terjedi pengusaha dan atau penyclenggara per-
tunjukan tidak mampu membayar sepenuhnya dimuka, maka dalam
hal ini Kepala Dacrah dapat memberikan diépensasi uhtuk mem-
bayar sisanya setelah perfunjuken selesai, ‘
Khususnya bagi bengusaha Jasa atau hiburan misalnya perse-
waan film atau video cassete psjeimya dihitung dan disetor

endiri kepada Dinas Pendapatan Daerah.
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ayat (2) : Cukup jelas, .
ayat (3) : Cukup jeles.
gyat (4) ¢ Cukup jelas,
Pasal 6 ayat‘(1) : Cukup - jelas.
ayat (2) . ¢ Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) ¢ Cukup jelas, :
(2) ¢ Cukup jelas.
Pasal 8 ¢ Cukup jelas,

Pasal 9 huruf a Dalam rangka membantu perkembangan dan kegia-
tan dibideng Olah Naga, Sosial, Keagumaan,Ill-
mu Pengetahuan serta Satwa Alam dan‘Kesenian
. 3 Daerah tertentu, maka wajarlah kepada Organi-
saginya diberikan sumbangan dalam usaha mencg
ri dana lewat pertunjukan yang diselenggara -
. : kan.

j huruf b Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No -

mor 484/9030/8J, tanggal 30 Agustus 1984,

Cukup jelas.

s

Pasal 10 ayat (1)

(2) : Cukup jelas.,
(3) : Cukup jelas.
(4) : Cukup jelas,
(5) : Cukup Jjelas,
Pagsal 11 ayat (1) : Cukup jelag.
: : (2) : Cukup jelas,.
2 Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
‘ (2) ¢ Cukup jelas., k
(3) : Cukup jelas. '
. Pagal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
(2) t Sebagai salah satu bahan penetapan besarnya -

pajak bagi péngusaha jasa hiburan selain ton-
tonan diwajibkan'mengadakan pembukuan dan la-
poran j; misalnya pengusaha jasa persewaan vi-
deo‘oassete berkewajiban melaporkan setiap me
nerima judul baru video cassete yang diedar -

kan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 14 : Cukup jelas, -
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelasg.
Pasal 17 ¢ Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelag.
Pasdl 19 : Cukup Jjelas,
Pasal 20 ¢ Cukup jelas.,

..

Pasal, 21~s/d 24

Cukup jelas,




